
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR   ©1  TAHUN 2022

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU  RAYA,
1

Menfmban8     :  a.   :fix:anaial=gas r=m¥rintchm=nd:L*ufa8bup:teeLnancKaurs:

Raya,  diperlukan  Pegawal  Negeri  Sipil  yang  profesio
berintegritas,   bertanggung  jawab  dan  memiliki  kin
tinggi dengan pembinaan dan pengembangan karier yahg
kompetitif, akuntabel dan transparan;

b.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat
Peraturan  Pemerintah  Nomor   11   Tahun  2017  ten
Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil,  serta  untuk menj
keselarasan     potensi     Pegawal     Negeri     Sipil     dc

::=L¥eL::s¥s:n¥o:=8£Peermpeen;:#alanNedg=ripse£¥±P=g=entF;
instansi;

c.   bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagaimaLa

S::aat::u=g:p¥ti:::iagdp=ahfar::rb-iepgeariuarmNeeng'ee:PskLi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat        :   1.   Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub}ik
Indonesia Tahun  1945;2;;ij=ffffBan=:aKia!gfF:i;iu3::u;iuR:a:pa;;hg=nfi:nvgis:a

Republik Indonesia Nomor 4751 ) ;

Indonesia Nomor 5494) ;

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)   sebagaima
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan   Und
Undang    Nomor    1    Tahun    2022    tentang    Hubun
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   Tah



I

I

2022  Nomor  44,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repubuk
Indonesia Nomor 6757) ;

5.   Undang-Undang     Nomor     30     Tahun     2014     tent
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Repub
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar
Negara  Republik  Indonesia  Nomor   5601)   sebagaim
telah   diubah   beberapa  kali  terakhir  dengan   Und
Undang   Nomor   11   Tahun   2020   tentang   Cipta   Ke
(Lembaran    Negara    Republik   Indonesia   Tahun    20
Nomor    245,    Tambahan    Lembaran    Negara   Repub
Indonesia Nomor 6573) ;

'g`;:,T-.::6.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   11   Tahun  2017  ten
Manajemen    Pegawai    Negeri    Sipil    (Lembaran    Ne

Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
7.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara

Reformasi   Birokrasi   Nomor   40   Tahun   2018   tent
Pedoman Sistem Merit dalam  Manajemen  Aparatur S
Negara  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2
Nomor  1252);

8.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reforlnasi   Birokrasi   Nomor   15   Tahun   2019   ten
Pengisian Jabatan  Pimpinan Tinggi  Secara Terbuka
Kompetitif  di   Lingkungan   Instansi   Pemerintah   (Berfta
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);      t

9   ::i:e¥ra?:g¥i£:an%:Pge¥n:dma::p¥2niB¥hnuA:P¥#±:Nne¥|#di::

Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);                                       ,
10. Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara

5:gge:eff#:26   Tahun   2019   tentarig   Pembinaan

a::liar;=ep¥:E£::ednosfesT:gTa=:n¥8g]egriNosipofi]([84e#a
MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :    PERATURAN   BUPATI   TENTANG   POLA   KARIER   PEGAwhl
NEGBRI  SIPIL DI  LINGKUNGAN  PBMERINTAII  KABUPATSN
KUBU RAYA.                                                                                                       I

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati     sebagai    unsur    penyelengg

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinta
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3.    Bupati adalah Bupati Kubu Raya.



4  i;;i.:::t;uTpyLgpi:nf:g:fie::n;y:::n:tin:iE::jTgJ=uT:i:£::;;i¥ieii¥.E

ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.   ;ifebatm¥¥uE;genk=wgeny:fi:e]=t#¥g:£8:fogsB :de:gaanhan:£ia#

pemindahan  dan  pemberhentian  Aparatur  Sipil  Negara  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

iffg

4.    Pejabat  Pembina  Kepega.waian  yang  selanjutnya  disingkat  PPK  ad

6.    Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peljanjian Kelja yang
bekeja pada instansi pemerintah.

7   I::eii¥ae=:g:gin:|S:i:ul-p::ubghai:es';¥a:t¥bge:=d::um±g:k|::;T:s: ::b:an:aru¥¥iaTF:ffi

pemerintahan.8.::La/a¥T;rerp:¥gahafalp#s:i[=dda=aranm:nf::i::dr:e=pjg:rseji::::di:
secara berkesinambungan.                                                                                    `

9   :=d8aksa:km=mtl:# k:::F]d=ianthyf8ng¥::::; ud¥aktrnd8akna=rs;a:#n
kualifikasi pekeljaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

L°.j?aawb:bTw:::naanhangeg=du#=¥e=r8anmgeE:gi:¥=sfNunfifiiugsausit:ans=¥

organisasi.
11.  Jenjang Jabatan adalah tingkat jabatan seorang PNS yang menunjukkin

kedudukan dan fungsinya dalam organisasi.                                                   I
12.  Kelas  Jabatan  adalah  kedudukan  yang  menunjukkan  tingkat  seorahg

Pegawai Negeri Sipil dalam rangkalan susunan instansi pemerintah yarig
meskipun berbeda dalam hal jenis pekeljaan,  tetapi cukup setara dalam
hal   tingkat   kesulitan   dan   tanggung  jawab,   dan   tingkat  persyaratan
kualifikasi pekeljaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

13.  Masa  kerja  adalah  jangka  waktu   atau   lamanya   seorang  PNS   dalain
menduduki suatu jabatan.14.yiiT=agsi:ibuE¥ui::al£:su::[u:ifo?gal::urg|::::atJn:g;::e:rnf:kiiri=nT:t

secara efektif dan efisien.
15.  Jabatan    Pimpinan    Tinggi    yang    selan].utnya    disingkat   JFT    adalih

sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16.  Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
17.  Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama  adalah  Pegawai  ASN  yang  mendudtiki

jabatan pimpinan tingkat pratama pada Pemerintah Daerah.
18.  Jabatan Pimpinan Tinggi I+atama yang selanjutnya disingkat JFTP adalap

:E£1L:an.g::en|g=.,:egt::rf::::fmyeani#iisne¥¥=edme:t:v=sja:eat:a:
Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

19.  Jabatan  Administrasi yang  selanjutnya  disingkat JA adalah  sekelompbk
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan pub}
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

ik

20.  Pejabat   Administrasi   adalah   Pegawai   ASN   yang   menduduki   JA   (,di
lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang  terdiri  dari  Pejabat  Administrator,
Pejabat pengawas dan pejabat pelaksana.                                                       I

21.  Pejabat   Administrator   adalah   Pegawai   ASN   yang   bertanggung  jawbb
memimpin    pelaksanaan    seluruh    kegiatan    pelayanan    publik    seifta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.



22:e:::::dieHaw::Laka:a_h_Pi:agrYa=nAS:gy¥iiakE:#gi:£8p:gaawbah:

pelaksana.

:sa=A:
23.  Pejabat    Pelaksana    adalah    Pegawal    ASN    yang    bertanggung

melaksanakan      kegiatan      pelayanan      publik      serta      administr
pemerintahan dan pembangunan

24.  Jabatan  Fungsional  yang  selanjutnya  disingkat  JF  adalah  sekelom
jabatan   yang   berisi   fungsi   dan   tugas   berkaitan   dengan   pelayan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

25.  Pejabat   Fungsional    adalah    Pegawai    ASN   yang   menduduki   JF
lingkungan Pemerintah Daerah.

26.  Standar   Kompetensi  Jabatan   ASN  yang   selanjutnya  disebut   Stan
Kompetensi   ASN    adalah    deskripsi   pengetahuan,    keterampilan
perilaku   yang   diperlukan   seorang   ASN   dalam   melaksanal<an
J`abatan.

u

27. -Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keteranpilan,dan sikap/ perilaltu
yang  dapat  diamati,  diukur  dan  dikembangkan  yang  spesifik  berkai
dengan bidang teknis jabatan.

28.  Kompetensi     Manajerial     adalah     pengetahuan,     keterampilan,     d
sikap/perilaku  yang  dapat  diamati,  diukur  dan  dikemban8kan  unt
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

29.  Kompetensi   Sosial   Kultural   adalah   pengetahuan,   keterampilan,   d
sikap/perilaku  yang  dapat  diamati,  diukur  dan  dikembangkan  terk
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika,
moral,  emosi  dan  prinsip  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap
jabatan  untuk memper.oleh  hasil  kelja  sesual  dengan  peran,  fungsi
jabatan.

30.  Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikil,

i=gunn¥ja:::Pj::a:£8::fag::suy:ta=tmj¥buar:e¥=#=n'ggt=abs#n
seluruh  jabatan   yang   ada   dan   kedudukannya   dalam   unit   kerja  Pi
lingkungan Pemerintah Daerah.

31.  Sistem  merit  adalah  kebijakan  dan  manajemen  ASN  yang  berdasarkin

¥:n±aak¥;gfiLk:agsu¥;:=a::ee:bg=nsgfa¥:e:qd::S££:p=hd:[iu,;g:,,Wa£L##:n;
kecacatan.

32Tu:::fathaadpa:als:Lee8kasT¥anAgs#e=t:km=mde=u::r=ya¥::tfeT::tpuokd=ntc±h
suksesi.

33.  Manajemen  Talenta   ASN   adalah   sistem   manajemen   karier  ASN
meliputi   tahapan   akuisisi,   pengembangan,   retensi,   dan   penemp€
talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasar
potensi  dan  kineija  tertinggi  melalui  mekanisme  uji  dan  penilaian

L=tupken|L=e=e:E:dilaksanakan    secara    efektif   dan    berkelanjutan
kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)   Pola karier PNS dilaksanakan atas dasar prinsip:
a. kepastian;
b. profesionalisme;
c. transparan;
d. integritas;
e. keadilan;



f.  nasional; dan
9. rasional.                                                                                                                                 I

(2)   Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pola karfer
PNS harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang
ditempuh  oleh  setiap  PNS  yang telah  memenuhi  syarat yang diten
dalam peraturan perundang-undangan.

(3)   Profesionalisme  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b, yaitu
karier PNS harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan pre
kelja PNS.                                                                                                                               ,

(4)5#¥Shp=u=:eckbeafrar:a:I:hd[=e#aspugf8dya=#:[[Lhum=::h¥¥:us£::tky±:
ditentukan dalaln peraturan perundang-undangan.                                      I

yq.tu  karier(5)  Integritas  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  d,
seseorang dapat meningkat jika mempunyal rekam jejak yang baik.

(6)  Keadilan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu
kesempatan kepada PNS yang memenuhi standar kompetensi ASN unl
menduduki jabatan yarig lebih tinggi.

(7)   Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf f, yaitu bahwa p

rAesmNbeun#k

karier  PNS  dapat mendorong persatuan  melalui  rotasi  dan  mutasi an
instansi  baik  pusat  maupun  daerah  sebagai  perekat  Negara  Kesatu
Republik Indonesia.

(8)   Rasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  g,  yaltu   ses
kebutuhan  masing-masing  perangkat  daerah  untuk  mencapai  visi  y
telah ditetapkan.

BAB  11
RUANG LINGKUP POLA KARIER

Pasal 3

Ruang lingkup pola karier PNS , meliputi:
a. jenisjabatan;
b.  profil PNS;
c.  standar kompetensi ASN; dan
d. jalur karier.

Pasal 4

::=:n:a±a#aeryaanhsgeb::t::P:=d:±ud£°iaankp=£3PhNusmf:yLint8uiungha^
a.  JFTP;                                                                                                                                                      I
b. JA; dan
c.  JF.

Pasal 5

Profil   PNS   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   huruf  b
kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas:
a.  data personal;
b. kualifikasi pendidikan;
c.  rekam jejak jabatan;
d. kompetensi;
e.  riwayat pengembangan;
f.   riwayat hasil penilaian kinelja;
9.  pendidikan dan pelatihan;
h. usia; dan
i.  informasi kepegawaian lalnnya.

merupa+n



Pasal 6

Standar kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c be
paling sedikit informasi tentang:
a. namajabatan;
b. uraian jabatan;
c.  kode jabatan;
d. pangkat/ kelas jabatan;
e.  kompetensi teknis;
f.   kompetensi manajerial;
9.  kompetensi sosial kultural; dan
h. ukuran kineljajabatan.

Pasal 7

Jalur  karier  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  3   huruf  d
lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS balk pada jenjang jaba
yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 8

=:rJuapb¥ff

Pola karier PNS berbentuk:
a.  horizontal, di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JPTP,

JF;
b.  vertikal, di dalam satu kelompok  JPTP , JA atau JF; dan
c.  diagonal, antar kelompok  JPI`P, JA atau JF.

Pasal 9

(I):°eL:pk±n=rphe°xp¥dn±ansedb=8¥s=:):=L¥::gafual¥p:::ja8bah=uLA+a
yang setara.

(2)   Pola   karier   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan   mela
mutasi, balk di dalam 1 (satu) kelompok maupun antar kelompok JPTP,
atau JF.

::)  #a¥[[s¥:ba¥¥,tfs±asebd:Earckms¥da  §£¥s:ydatpa(:;  ::taetfa;2:and][:::I
melalui pertimbangan Tim Penilaian Kinelja.

Keputusan PPK.

Pasal 10

(1)  Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama  dapat  berpindah  secara  horizontal
dalam JPTP lalnnya sesuai dengan persyaratan jabatan.

(2)Eei=b-;t~+p±fi;rn-=`f£:Valri=fa=;++yri;.gu'tai"ri:=a;Ld-u.kijabatanseiama5
(lima)   tahun   harus   mengikuti   seleksi/uji   kompetensi   kembali   un
menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.

(3)  Pejabat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  memenuhi  tar
kinelja sesuai dengan peljanjian kinerja.

(4)   Pejabat yang tidak memenuhi kinelja sebagaimana dimaksud pada ayat
selama 1 (satu) tahun pada saat menjabat, diberikan kesempatan selam
(enam) bulari untuk memperbaiki kineljanya.

(5)  Dalam    hal    pejabat    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (4)    ti
menunjukkan perbaikan kinelja,  maka pejabat yang bersangkutan ha
mengikuti seleksi ulang/uji kompetensi kembali.



(6)  Berdasarkan  hasil  seleksi  ulang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
pejabat yang bersangkutan  dapat dipindahkan  pada jabatan  lain  ses
dengan  kompetensi  yang  dimiliki  atau  ditempatkan  pada jabatan
lebih rendah.

Pasal  1 1

( 1)  Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama  dapat  berpindah  secara  horizontal
dalam JF ahli madya, dengan persyaratan sebagai berikut:
a.  mengikuti   dan   lulus   uji   kompetensi   teknis   dan/atau   kompete

lainnya sesuai standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapk
oleh instansi pembina;

b.  memiliki  pengalaman  dalam  melaksanakan  tugas  di  bidang  JF
akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;

c.   nilai  prestasi  kelja  paling  sedikit  bemilai  balk  dalam  2  (dua)
terakhir; dan

d.  berusia paling sedikit 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madyi
(2)   Selaln   memenuhi   persyaratan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (

pengangkatan          JF          keahlian          haru s          mempertimbangk
formasi/ketersediaan    lowongan    kebutuhan    untuk    JF    yang    ak
didudukinya.

Pasal 12

(1)  JF`   dapat   belpindah   ke   JF   lain   yang   dilaksanakan   sesuai   deng
kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan.

(2)  Perpindahan JF ke JF lain sebagainana dimaksud pada ayat (1)  melipulti
jenjarig jabatan dan angka kredit yang setara.

(3)  Perpindahan JF ke JF` lain yang setara dapat dilakukan dalam satu a
lintas rumpun/klasifikasi JF. +u

(4)#±Ei¥anJ:e::±Fiar::g=hga::akseebbuat8u¥nanoargd=i::ssfu:£admaeLaaF:
uji kompetensi.

(5)  Uji  kompetensi  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat
instansi pembina JF.

Pasal 13

(4)  dilaksanakan  olfh

( 1)  JF dapat berpindah ke JA sesuai jenjang jabatan, kualifikasi, kompete+si

(2)igk¥[¥±t:J=:y::ae¥Ptaetr£:gaindchsecarahorizontalkedalamJFTpme|aiui&
I

Pasal  14                                                                     i

(1)  JA  dapat  berpindah  ke  JA  lain  yang  setara  sesuai  dengan  kualifikaFi,

(2)k°e¥::::Set::p::iftiabsae¥garmanadrmaksudpadaayat(1)dllakuk+n

(3)F:eigFui£:p::e=a8g=mT=aped::arck=uT;:daaayat(1)ditetapkandengr

(1)  JA  dapat  berpindah  ke  JA  lain  yang  setara  sesuai  dengan  kualifik



Pasal  15

(1)  Pola   karier   vertikal   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   8 huruf
merupakan  pelpindahan  dari  satu  posisi jabatan  ke  posisi jabatan  la
yang lebih tinggi melalui promosi.

(2)   Promosi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi:
a.  JA dalam 1 (satu) kelompok JA;
b.  JF dalam  1  (satu) kelompok JF kategori keterampilan atau JF kateg

keahlian; dan
c.  JFTP dalam  1  (satu) kelompok JPTP.

Pasal 16

(1)   Promosi dalam JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal  15 ayat (2) huruf
dilakukan sesuai dengan rencana suksesi.

(2)   Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi:
a.  jabatan Pengawas ke jabatan Administrator; atau
b.  jabatan Pelaksana ke jabatan Pengawas.

(3)   Rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  dilakukan melal
pemetaan talenta.

(4)   Promosi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  sepanj
memenuhi persyaratan jabatan dan kebutuhan organisasi.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan talenta sebagaimana dimaks
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1)   Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 ay+t
/0`   A.._`,.A   A;1-1.--1._._   ..._1.`1.1_____.:1____   _.___:___  __    TT-(2) huruf b dilakukan untuk kenaikan jenjang JF.

(2)   Kenaikan  jenjang  jabatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  clap
berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tin
dalam 1  (satu) kategori JF.

(3)  Pejabat  fungsional  kategori  keteralnpilan  dapat  berpindah  ke  kateg
keahlian  dalam  1  (satu)  rumpun/klasifikasi JF yang memiliki  tugas d
fungsi yang sama.

(4)   Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
dan   ayat   (3)   dapat   dilakukan   apabila   memenuhi   syarat   kualifik
kompetensi dan syarat jabatan berdasarkan formasi kebutuhan organisa[si
dan peta jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 18

(1)   Promosi  ke  dalam  JP'I`P  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  aya
huruf  c  dilakukan   sepanjang  memenuhi  persyaratan  jabatan  mel
rencana suksesi atau  seleksi terbuka dengan memperhatikan  kebutu
Organisasl.

(2)   Rencana  suksesi atau  seleksi  terbuka  sebagaimana dimaksud  pada a
(1)    dilaksanakan    sesual    dengan    ketentuan    peraturan    perunda
undangan.

Pasal 19

(1)  Pola  karier   diagonal   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   8   huru
merupakan perpindahan dari  1  (satu) posisi jabatan ke posisi jabatan
yang  lebih   tinggi  tidak  berdasarkan   garis  lini,   melalui  promosi  a
mekanisme pengangkatan dalam JF.



(2)   Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi:
a.  JA ke JF;
b.  JF ke JA; atau
c.  JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPTP.

Pasal 20

(1):e¥:¥:¥w¥s:::a:Ab::JmFd:ehb::::aand:a:Lo==SkuedFdualn=o=aaled=]:::±:
huruf a yaitu:

dan1
b.  Pelaksana  dapat  berpindah  secara  diagonal  ke  Fungsional  kategqri

keahlian atau kategori keteranipilan.

=iialF(2)   Perpindahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dilakukan
mekanisme  perpindahan,  penyesuaian /inpassing atau  promosi dalam
berdasarkan  formasi  yang  ada  dan  dilakukan  sesual  dengan  ketentu
peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 1

(1)   Perpindahan bagi JF ke JA sebagaimana dimaksud dalam   Pasal
(2) huruf b yaitu:
a.  JF kategori keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat bexpindah

diagonal ke jabatan Pengawas; atau

1
n

b.  JF    Ahli    Muda    dapat    berpindah    secara    dia.gonal    ke    jabat4n
Administrator.                                                                                                           I

(2)   Perpindahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dilakukan  mela
mekanisme penugasan pada jabatan di luar JF sesuai dengan ketentu
peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Perpindahan JA atau JF Ahli Madya ke  dalam JP'I`P sebagaimana
dalam Pasal  19 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui promosi dengan
terbuka dengan memperhatikan:
a.   kualifikasi;
b.   kompetensi;
c.   persyaratan jabatan; dan
d.   kebutuhan organisasi.

BAB Ill
PERENCANAAN POLA KARIER

Pasal 23

a.  urutan karier yang berkesinambungan; dan

yang diperlukan.

bagi JF ke JPTP atau Jabatan Administrator.
(3)   Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  disusun  d

ditetapkan dengan merujuk pada konsep dasar pola karier instansional.
(4)   Pola karier instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaima

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiari tidak terpisahkan d
Peraturan Bupati ini.



Pasal 24

( 1)   Penyusunan rencana pola karier meliputi rencana pola karier untuk:
a.  JFTP;
b.  JA; dan
c.   JF.

(2)   Rencana pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.   Jumlah;
b.    Komposisi;
c.   distribusi calon pemegangjabatan; dan
d.  jangka waktu melintasi jalur karier/jabatan,

(3)  Rencana pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   memperhatik
hal sebagai berikut:
a.  kompetensi  manajerial,   kompetensi  sosial  kultural  dan  kompete

teknis; dan
b.  komposisi  dalarn  pembinaan  karier  harus  seimbang  untuk  selu

calon peserta seleksi.

Pasal 25

Perencanaan pola karier untuk JPTP sebagaimaria dimaksud dalam Pasal
ayat ( 1) huruf a dilakukan melalui:
a. rencana suksesi; dan
b. seleksi terbuka.

S1

Pasal 26

Perencanaan  pola  karier  untuk  JA  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. seleksi;
b. rotasi;
c. mutasi; dan
d. promosi.

Pasal 27

( 1)   Perencanaan pola karier untuk JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat ( 1) huruf c dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. pelpindahan ja.batan;
c. penyesuaian/inpassing; dan
d. promosi.

(2)  Pola  karier  untuk  JF  ditetapkan  dalam  jenjang  jabatan  berdasark
pencapaian angka kredit.

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 28

(1)  Penyusunan rencana pengembangan karier paling sedikit meliputi  un
pola karier sebagai berikut:
a.  jenis, rumpun/ klasifikasi dan profil jabatan;
b.  standar kompetensi ASN;
c.  pengembangan kompetensi dan pembinaan karier;
d.  profil pegawai;
e.  nasa kerja;



f.   kelasjabatan;
9.  pengalaman jabatan;
h.  profil dan struktur organisasi;
i.   petajabatan; dan
j.   penilaian kineH.a dan pembinaan disiplin.

(2)   Penyusunan rencana pengembangan karier dilakukan oleh Tim Penilailn
Kineria.

(3)  Tim  Penilaian  Kineja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapk
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Jenis,  rumpun/klasifikasi  dan  profil jabatan  sebagaimana  dimaksud  dal
Pasal 28 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
a.   jenis dan jenjangjabatan;
b.   rumpun/klasifikasi jabatan;
c.    persyaratan jabatan; dan
d.   tugasjabatan.

Pasal 30

( 1)   Standar kompetensi ASN  sebagaimana dimaksud dalam PasaJ  28  ayat
huruf b meliputi:
a.  kompetensi manajerial;
b.  kompetensi teknis; dan
c.  kompetensi sosial kultural.

(2)   Standar kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapk
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3 1

(1)  Pengembangan kompetensi dan pembinaan karier sebagaimana dimaks
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan jenis jabat
melalui:
a.  pendidikan  dan  pela.tihan  kepemimpinan,  pendidikan  dan  pelatih

fungsional sebagai unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai y
akan menduduki setiap jenis jabatan; dan

b.  pendidikan  dan  pelatihan  teknis  dapat  menjadi  persyaratan
jenjang mulai dari jabatan paling rendah sampai jabatan paling
sesual karakteristik dan kebutuhan disetiap perangkat daerah.

(2)  Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a d
huruf b belum terpenuhi dapat dilakukan uji kompetensi.

Pasal 32

(1)   Profil  pegawai  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  huruf
paling sedikit memuat:
a.  data personal;
b.  kualifikasi pendidikan;
c.  rekam jejak jabatan;
d.  kompetensi;
e.   riwayat pengembangan;
f.   riwayat hasil penilalan kinelja;
9.   pendidikan dan pelatihan;
h.  usia; dan
i.   informasi kepegawalan lainnya.

(2)  Usia sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:



::::in§±nggrtrn±(;6ti#uu:u:e;¥±eunncaupn¥u:amfaeid%SdL:hop:n=L]
untuk menduduki jabatan Pengawas atau Administrator; dan

Pasal 33

Masa kelja sebagalmana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  huruf e  deng
ketentuan sebagal berikut:
a.   JA dengan ketentuan:

1.   untuk  menduduki jabatan  Pengawas  paling  singkat  4  (empat)  tall
dalam  jabatan  Pelaksana  atau  JF  yang  setingkat  dengan  jaba
Pengawas sesuai bidang tugas jabatan yang akan diduduki; dan

2.   untuk menduduki jabatan Administrator paling kurang 3  (tiga)  tat
dalam  jabatan  Pengawas  atau  JF  yang  setingkat  dengan
Administrator sesuai bidang tugas jabatan yang akan diduduki.

b.   nasa ken.a untuk JFTP sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Ku
Raya   Nomor   113   Tahun   2021   tentang  Tata  cara  Penstsian   Jaba
Pimpinan  Tinggi   Pratama  melalui   Seleksi  Terbuka  dan   Kompetitif
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; dan

c.    masa  ker].a  untuk  JF  berdasarkan  angka  kredit  yang  diperoleh  ses
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1)   Kelas  jabatan  sebagaimana  dimaksud  dalaln  Pasal  28  ayat  (1)
memuat informasi kelas jabatan setiap Jabatan.

n
n

u
n

huruf f
I

(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenal  kelas jabatan  sebagaimana  dimaks
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pengalaman jaba.tan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)  huru
dengan ketentuan sebagai berikut:
a.   untuk  menduduki  JPTP,  seorang  PNS  diutamakan  memiliki  pengalam

jabatan  dalam  bidang  tugas  yang  terkait  dengan  jabatan  yang  ak
diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;

b.   untuk   menduduki   Jabatan   Administrator,   seorang   PNS   diutamak
memiliki  pengalaman  pada  jabatan  Pengawas  atau  JF  yang  seting
dengan jabatan Pengawas sesual dengan bidang tugas jabatan yang ak
diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

c.   untuk menduduki jabatan  Pengawas,  seorang  PNS  diutamakan  memil
pengalaman  dalam  jabatan  Pelaksana  atau  JF  yang  setingkat  deng
jabatan   Pelaksana   sesuai   dengan   bidang   tugas  jabatan   yang   ak
diduduki paling singkat 4 (empat) tahun.

Pasal 36

Profil dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
huruf h memuat informasi tentang:
a.   tu8as;
b.   fungsi;
c.    kewenangan;
d.   kedudukan dan struktur; dan
e.   tata kerja untuk menggalnbarkan jalur karier.

8

n
n

n



Pasal 37

Peta  jabatan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   28   ayat   (1)
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan analisis jabatan dan tata kelja
Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan jalur karier.

Pasal 38

Penilaian kinelja dan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pa
28  ayat  (1)  huruf j  dilakukan  sesual  ketentuan  Peraturan  Bupati Nomor
Tahun 2017 tentang Penilaian Kinelja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana  tel
diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor 23  Tahun  2020 tentang Perubah
atas  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  43  Tahun  2017  tentang Penilai
Kinelja  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  Peraturan  Bupati  Nomor  11  Tahun  20
tentang  Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BABV
POLA KARIER JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 39

Pengisian JPTP untuk jabatan yang lowong dilakukan melalui:
a.   seleksi terbuka; dan
b.   kompetitif.

Pasal 40

(1)   Pengisian JFTP yang lowong melalui mutasi darn satu JPTP ke JPTP yahg
lain dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.

(2)  Pengisian  JFTP  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memen
syarat:
a.  satu klasifikasi jabatan;
b.  memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
c.  telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling la

5 (lima) tahun.
(3)  Dalam hal pelaksanaan pengisian JFTP sebagaimana dimaksud pada

(1)   tidak   memperoleh   calon   Pejabat   Pimpinan   Tinggi   Pratama   y
memiliki  kompetensi  sesuai,  pengisian  JPTP  dilakukan  melalui  sele
terbuka.

Pasal 4 1

(1)  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan sel
(lima)   tahun,   dapat  diperpanjang  masa  jabatannya  setelah   dilaku.
evaluasi  terhadap  kinerja  dan  kompetensi  yang  bersangkutan  den
mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  p
ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor  113 Tah
2021   tentang  Tata  cara  Pengisian  Jabatan   Pimpinan  Tinggi   Prata
melalui   Seleksi   Terbuka   dan   Kompetitif   di   Lingkungan   Pemerin
Kabupaten Kubu Raya.

hi

a



BAB VI
POLA KARIER JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Pasal 42

(1)  Pengisian  jabatan  Administrator  dan  jabatan   Pengawas  dilaksan
sesual dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal.

(2)  Seleksi internal sebagaimana dinaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Penilaian Kineija berdasarkan:
a.  perbandingan  chjelctif antara  kompetensi,  kualifikasi,  syarat jaba

penilaian  atas  prestasi  kelja,  kepemimpinan,  kerja  sama,  kreativi
tanpa membedakan gender, suku, agama, rae dan golongan; dan

b.  hasil uji kompetensi dan/atau penelusuran talenta.

BAB VII
POLA KARIER JABATAN PELAKSANA

Pasal 43

Pengisian jabatan Pelaksana dilaksanakan melalui pengan8katan Calon P
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Perpindahari Pejabat Pelaksana dapat dilakukan secara:
a. horizontal;
b. vertikal; atau
c. diagonal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan8kan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peratu
Bupati  ini  dengan  penampatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Ku
Raya.

YU
BERITA D ERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022  NOMOR..©}
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Keterangan:
1.¥:i°gmanp°:i::ag:adsriis:dfnffti;:i;±::=a:NsemseuHfuftJaTapb'aJ£#r#fi:

dan struktur organisasi, berbasis pada jabatan kritis.
2.   Masa jabatan  merupakan  dasar  penchitungan  nasa kelja  dan proy

pencapaian karier PNS dalam periode tertentu.
3.   Mekanisme   pengisian   jabatan   dilaksanakan   dengan   memperha

kebutuhan, jenjang pangkat, kualifflasi dan persyal.atan jabatan, stan
kompetensi jabatan, pengalalnan dan penilaian ]dnelja.

4.   Pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan jenis jabatan y
diduduki sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.   Untuk meningkatan pengalaman jabatan dan pengembangan kompete
PPK dapat menetapkan 2  (dua) atau 3 (tiga) jabatan strategis yang h
diduduki   terlebih   dahulu   dalam   pola
dipromosikan ke jabatan yang lebih tingdr.

Diundangkan di Sungai Raya
padatanggal..4..t+.9¥.e#te.I:..ee?a.

DAERAH KABUPATEN UBU RAYA

er   seorang   PNS,   sebel

BUPATI KUBU
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